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Dasar Hukum :

ﬁﬁiﬂﬂkasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

1. Kepala UKPBJ:
a. memahami regulasi PBJ

b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ

¢. memahami jenis layanan serta standar layanan

2 Sekretariat UKPBJ:

a. mengetahui regulasi PBJ

b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ

¢. memahami kompetensi dari JF PPBJ dan pengelola LPSE

d. mengetahui jumlah serta nominal paket pengadaan yang akan dikelola oleh UKPBJ
3. Tim UKPBJ:

a. memahami regulasi PBJ

b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ

¢. memahami jenis layanan serta standar layanan
4 Atasan Kepala UKPB)J

a. memiliki kemampuan manajemen dalam menjalankan organisasi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Distribusi personil UKPBJ
2. SOP Kebijakan Mutu dan layanan UKPB)

3. S0P Pengelolaan Permasalahan dan Permintaan Layanan

1. Komputer/scanner/printer

2. Jaringan Internet

3. Reguasi terkait PBJ

4. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

L Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Tim Survey Kepuasan Atasan Kepala Persyaratan/ Keterangan
Kepala UKPBJ UKP Wal Outp
Pengguna Layanan m o UKPBJ Kelengkapan o HE
Di isi unt
Memberikan arahan untuk ] isposisi uk
1 1 jam melaksakan survey
melaksanakan survey kepuasan
kepuasan
Membuat rencana survey ke
2 minimal 30 responden yang Disposisi untuk melaksakan 4 Smrm Rencana pelaksakan
terdiri dari PPK, PP, Pokja, survey kepuasan 1 survey kepuasan
Penyedia, dan Auditor)
1. Persetujuan untuk \ RércanE SElEkEaR -
an surv
3 |dilaksanakan ke uasanpe o . b 1 jam disposisi kepada tim
2. Perlu perbaikan p
il t
Melaksanakan survey kepuasan ) LN L Hasllsurvey ates
4 Disposisi Kepala UKPBJ 24 jam kepuasan pelayanan
pelanggan
UKPBJ
Menerima laporan dan X Rencana tindak lanjut
Hasil survey atas pelayanan . A
S |meneruskan ke atasan Kepala UKPBJ 1 jam atas hasil survey
UKPBJ pelayanan UKPBJ
: - Rencana tindak lanjut atas :
Membuat rencana tindak lanjut " Laporan hasil survey dan
6 g hasil survey pelayanan 8 jam ) .
atas hasil survey kepuasan rencana tindak lanjutnya
UKPBJ
Menerima laporan atas hasil .
rvey kepuasan dan rencana — - = 1 —] RRFSeEy)uan: rencaria
s.u f E Laporan hasil survey dan ) tindak lanjut atas hasil
7 |tidak lanjutnya i i 1 jam
' rencana tindak lanjutnya survey kepuasan
1. setuju atas rencana
2 pelayanan UKPBJ
2. perlu perbaikan
Sesuai
dengan
Melaksanakan tindak lanjut Persetujuan rencana tindak jadwal
8 |atas hasil survey kepuasan N lanjut atas hasil survey rencana |laporan pelaksanaan
pelayanan UKPBJ kepuasan pelayanan UKPBJ pelaksana
an tindak
lanjut
: : L .
9 |Evaluasi atas tindak lanjut laporan pelaksanaan 8 jam Spordnevallasy
pelaksanaan
10 |Melaporkan hasil tindak lanjut Laporan evaluasi i Laporan evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan
11 Menerima laporan hasil tindak Laporan evaluasi 198 Laporan evaluasi
" m
lanjut pelaksanaan J pelaksanaan diterima
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Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Kepala UKPBJ:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan a. memahami regulasi PBJ
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ
Elektronik
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ¢. memahami kompetensi dari JF PPBJ dan pengelola LPSE
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
> Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. d. memiliki kemampuan manajemen dalam rangka pemberian penugasan
2 Sekretariat UKPBIJ:
a. mengetahui regulasi PBJ
b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ
c. memahami kompetensi dari JF PPBJ dan pengelola LPSE
d. mengetahui jumlah serta nominal paket pengadaan yang akan dikelola oleh UKPBJ
3 Atasan Kepala UKPBJ:
a. Memiliki kemampuan manajemen dan menjalankan organisasi
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Kebijakan Mutu dan layanan UKPBJ 2. Jaringan Internet
3. SOP Pengelolaan Permasalahan dan Permintaan Layanan 3. Reguasi terkait PB)
4. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Atasan Kepala Persyaratan/ Keterangan
Kepala UKPBJ Sekretariat UKPBJ W, utput
e UKPBJ Kelengkapan i O
Memberikan arahan untuk
e arahan untuk menyusun
menyusun distribusi : o o
1 lak " K ljam pendistribusian pelaksanaan tugas
n
pela safnaa ugas ke UKPBIJ ke personil UKPBJ
personil UKPBJ
Y
arahan untuk menyusun
Menyusun rencana o
5 lak ‘ leh | pendistribusian 8iam Rencana pelaksanaan tugas oleh
Sanaan
i " Sipﬂ‘;gas — pelaksanaan tugas UKPBJ ] personil UKPBJ
I
HERER ke personil UKPB)J
4
3 1. menyetujui Rencana pelaksanaan 1 i Arahan atas rencana pelaksanaan
2. perlu perbaikan tugas oleh personil UKPBJ ! tugas oleh personil UKPBJ
A 4
Melaporkan
5 IS BUsIan tigas oIt Rencana pelaksanaan 1iam Rencana pelaksanaan tugas oleh
I
s S.I'I Ve & tugas oleh personil UKPB) ! personil UKPBJ terkirim
personil UKPBJ
6 1. menyetujui Rencana pelaksanaan 1iam Arahan atas rencana pelaksanaan
2. perlu perbaikan \ tugas oleh personil UKPBJ } tugas oleh personil UKPBJ
1. SK tim pengelola PBJ
) Arahan atas rencana 2. SK tim pengelola LPSE termasuk di
Menetapkan personil ’ . : :
6 slakissng tizas I UKPRI pelaksanaan tugas oleh 8jam 3. SK tim pembinaan SDM dalamnya SK tim
P e personil UKPBJ 4. SK tim konsultasi, bimtek, dan  |teknis di LPSE
pendampingan PBJ
1. SK tim pengelola PBJ
2. SK ti lola LPSE
Menerima tembusan !m penge. o
3. SK tim pembinaan SDM
7 |penetapan pelaksana tugas

di UKPBJ

4. SK tim konsultasi,
bimtek, dan
pendampingan PBJ
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Barang/Jasa Pemerintah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

1. Kepala UKPBJ:

a. memahami regulasi PBJ
b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ
¢. memahami jenis layanan serta komposisi dari standar layanan

2. Sekretariat UKPBJ:
a. mengetahui regulasi PBJ
b. memahami tugas dan fungsi UKPBJ

3 Tim Pelaksana Fungsi UKPBJ:
a. memahami regulasi PBJ
b. memahami tugas dan fungsi UKPB)J
4. Atasan Kepala UKPBJ:
a. memiliki kemampuan manajemen dalam menjalankan organisasi

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Distribusi personil UKPBJ
2. SOP Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan

3. S0P Pengelolaan Permasalahan dan Permintaan Layanan

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet

3. Reguasi terkait PBJ

4. Panduan Pengguna SPSE

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan ;

1

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu mau

pun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang




layanan UKPBJ

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan UKPBJ Sekretariat Tim Pelaksana | Atasan Kepala Persyaratan/ Wakiu Keterangan
vt UKPBJ Fungsi UKPBJ UKPBJ Kelengkapan '
Memberikan arahan untuk arahan untuk menyusun
1 |menyusun kebijakan mutu dan ( : 1 jam kebijakan mutu dan layanan
layanan UKPBJ UKPBJ
y
2 Menyusun kebijakan mutu dan arahan untuk menyusun kebijakan 8iam rancangan kebijakan mutu dan
layanan UKPBI mutu dan layanan UKPBJ . layanan UKPBJ
3 1. menyetujui. \_1 rancangan kebijakan mutu dan L jam arahan atas rancangan kebijakan
2. perlu perbaikan layanan UKPBJ mutu dan layanan UKPBJ
5 Melaporkan rancangan standar rancangan kebijakan mutu dan T rancangan kebijakan mutu dan
mutu dan layanan UKPBI layanan UKPBJ ! layanan UKPBI terkirim
Menerima laporan rancangan /,
standar mutu dan kebijakan
& t::aa:aan SR rancangan kebijakan mutu dan 1iam arahan atas rancangan kebijakan
v - layanan UKPBJ L mutu dan layanan UKPBJ
1. menyetujui
2. perlu perbaikan [
¥
2 Menetepkan standar mutu dan rancangan kebijakan mutu dan layanan i Farn Standar kebijakan mutu dan
kebijakan layanan UKPBJ UKPBJ ! layanan UKPBJ
Menerima tembusan r -
i Standar kebijakan mutu dan layanan ; Standar kebijakan mutu dan
8 |penetapan kebijakan mutu dan UKPEJ 1jam | UKPE) diteri
layanan UKPB)J ayanan iterima
laporan sosialisasi stand
Melakukan sosialisasi standar Standar kebijakan mutu dan layanan . Hp) % oflalisash standar
9 8 jam kebijakan mutu dan layanan
mutu dan pelayanan UKPBIJ UKPBJ
UKPBJ
" - draft lapo laksanaan
10 [Melaporkan hasil sosialisai Hasil pelaksanaan sosialisasi 8 jam ft i P .ran pElalcanag
sosialisasi
1. perlu perbaikan y 5 o
11 [2. melaporkan ke atasan Kepala draft laporan pelaksanaan sosialisasi 1jam Arenan atas aporah ]
pelaksanaan sosialisasi
UKPBIJ
Menerima laporan hasil
12 |sosialisasi kebijakan mutu dan laporan pelaksanaan sosialisasi
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